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Yth,

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;

2. Pejabat Administrator;

3. Pejabat Pengawas; dan

4. Para Auditor.

Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

SURAT EDARAN
Nomor: Q3 /SE/1J/2023
TENTANG
PROSEDUR PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT
DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

A, Umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum

Pengawasan Intern, auditi dan/atau atasan auditi harus menindaklanjuti

laporan hasil audit (LHA) dengan menyertakan bukti tindak lanjut dan
informasi tindak lanjut, paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak

LHA diterima oleh auditi.
Dalam prakteknya, pelaksanaan tindak lanjut hasil audit tidak selalu
berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Beberapa contoh
permasalahan yang sering ditemukan di lapangan yaitu:

1. Auditi dan/atau atasan auditi tidak menindaklanjuti LHA;

2. Auditi dan/atau atasan auditi telah menindaklanjuti LHA namun belum

tuntas; atau

3. Auditi dan/atau atasan auditi menindaklanjuti LHA dengan cara yang

berbeda dengan rekomendasi yang disampaikan dalam LHA.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman
Umum Pengawasan Intern telah mengatur di dalam Pasal 26 ayat (8) bahwa
Inspektur Jenderal menetapkan prosedur penyelesaian tindak lanjut hasil

audit dan dan prosedur penilaian efektivitas penyelesaian tindak lanjut.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (8) tersebut, Inspektur
Jenderal perlu menetapkan prosedur penyelesaian tindak lanjut hasil audit
di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Prosedur ini
diperlukan untuk menilai dan menentukan status penyelesaian tindak

lanjut hasil audit, apakah tuntas atau belum tuntas.

B. Dasar Pembentukan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4890);
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Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
20/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121);
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3
Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84);

Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
23/SE/M/2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Temuan Audit
Inspektorat Jenderal Yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti.

C. Maksud dan Tujuan

1.

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Inspektorat
Jenderal dalam penyelesaian tindak lanjut hasil audit di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Surat Edaran ini bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan
penyelesaian tindak lanjut hasil audit yang tertib sehingga dapat
meningkatkan efektivitas penyelesaian tindak lanjut hasil audit di
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

D. Ruang Lingkup

Lingkup pengaturan dalam Surat Edaran ini meliputi:

1.

A

Pelaksana penyelesaian tindak lanjut hasil audit;

Penyelesaian tindak lanjut hasil audit;

Pemantauan tindak lanjut hasil audit;

Penggunaan aplikasi penyelesaian tindak lanjut hasil audit; dan

Ketentuan lain-lain.

E. Pelaksana Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit

1.

Penyelesaian tindak lanjut hasil audit Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan rakyat dilaksanakan oleh:
a. Inspektur Jenderal;

b. Sekretaris Inspektorat Jenderal;

c. Inspektur;
d

Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan (PETLHP);

Verifikator; dan

.0

Tim Penilai;
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Inspektur Jenderal, mempunyai tugas:

a. Membentuk tim penilai tindak lanjut hasil audit dalam bentuk surat
tugas penilaian tindak lanjut (STPTL) dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Surat Edaran ini;

b. Membentuk tim penilai percepatan tindak lanjut hasil audit dalam
bentuk keputusan Inspektur Jenderal; dan

c. Menetapkan status penyelesaian tindak lanjut hasil audit dalam
bentuk surat hasil penilaian tindak lanjut (SHPTL) dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Sekretaris Inspektorat Jendral, mempunyai tugas:

a. Mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan atas tindak lanjut
hasil audit termasuk penuntasan tindak lanjut;

b. Melaporkan rekapitulasi status penyelesaian tindak lanjut hasil
audit di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
kepada Inspektur Jenderal; dan

¢c. Menandatangani STPTL dan/atau SHPTL, atas nama Inspektur
Jenderal.

Inspektur mempunyai tugas memberikan penilaian akhir atas hasil
penilaian tindak lanjut rekomendasi LHA yang telah dilakukan oleh Tim
Penilai.

Kepala Bagian PETLHP, mempunyai tugas:

a. Memeriksa hasil verifikasi atas dokumen tindak lanjut (informasi
tindak lanjut dan bukti pendukung);

b. Memeriksa konsep STPTL; dan
c. Memeriksa konsep SHPTL.

Verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e merupakan
Pejabat fungsional di Bagian PETLHP, Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 6 mempunyai tugas:

a. Melakukan verifikasi atas data umum LHA (A1), ringkasan LHA (A2),
dan soft file LHA yang disampaikan oleh Tim Audit;

b. Melakukan verifikasi atas dokumen tindak lanjut yang disampaikan
oleh auditi;

¢. Menyusun daftar tindak lanjut hasil audit yang akan dilakukan
percepatan;

d. Menyiapkan konsep STPTL;

e. Menyiapkan konsep SHPTL;

f. Menyampaikan STPTL kepada Tim Penilai; dan

g. Menyampaikan SHPTL kepada auditi.

Tim Penilai, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f, terdiri atas:
a. Tim penilai tindak lanjut hasil audit; dan/atau

b. Tim penilai percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil audit.
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Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 8 masing-masing terdiri

atas:

a. Inspektur;

b. Koordinator Bidang/Wilayah,;

c. Ketua Tim Audit; dan

d. Anggota Koordinator Bidang/Wilayah.

Penilaian dilaksanakan oleh unit kerja di Inspektorat Jenderal yang
melaksanakan tugas dan fungsi setelah diundangkannya Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat.

Ketua Tim Audit sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf ¢ adalah
auditor yang melaksanakan peran sebagai ketua pada objek yang
diaudit.

Dalam hal Ketua Tim Audit sebagaimana dimaksud pada angka 11
sudah tidak menjabat sebagai auditor, maka tugas Ketua Tim Audit
diwakili oleh salah satu Anggota Tim Audit.

Tim Penilai Tindak Lanjut Hasil Audit sebagaimana dimaksud pada
angka 8 huruf a mempunyai tugas:

a. Melaksanakan penilaian tindak lanjut hasil audit; dan/atau
b. Melaksanakan penilaian efektivitas tindak lanjut hasil audit.

Tim Penilai Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit,
sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b mempunyai tugas:

a. Melaksanakan pembahasan tindak lanjut hasil audit dengan auditi
dan/atau atasan auditi; dan

b. Melaksanakan penilaian tindak lanjut hasil audit.

Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit

1.

Penyelesaian tindak lanjut hasil audit Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan rakyat dilaksanakan melalui prosedur yang terdiri
atas:

a. Prosedur penyelesaian tindak lanjut hasil audit; dan/atau
b. Prosedur percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil audit.

Prosedur penyelesaian tindak lanjut hasil audit sebagaimana dimaksud
pada angka 1 huruf a, dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan penilaian tindak lanjut hasil audit;

b. Pelaksanaan penilaian tindak lanjut hasil audit; dan

c. Penyiapan dan dokumentasi SHPTL.

Tahapan persiapan penilaian tindak lanjut hasil audit, sebagaimana

dimaksud pada angka 2 huruf a dilaksanakan sebagai berikut:

a. Ketua Tim Audit menginput surat tugas (SPT) audit dan
mengajukan penomoran LHA ke dalam aplikasi pemantauan tindak
lanjut hasil pengawasan secara elektronik (e-PTLHP);

b. Ketua Tim Audit memperoleh nomor LHA dari aplikasi e-PTLHP;
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Ketua Tim Audit mengisi formulir A1 dan A2 dan menyampaikan
soft file LHA, ke dalam aplikasi e-PTLHP;

Tugas Ketua Tim Audit sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan
¢, dapat diwakili oleh Anggota Tim Audit;

Verifikator memverifikasi data A1, A2 dan soft file LHA;

Verifikator menerima dan memverifikasi dokumen tindak lanjut,
dari auditi melalui aplikasi e-PTLHP;

Verifikator menyiapkan konsep STPTL, dan menyampaikan kepada
Kepala Bagian PETLHP;

Kepala Bagian PETLHP menerima dan memeriksa dokumen tindak
lanjut dan konsep STPTL;

Dalam hal konsep STPTL telah sesuai dengan dokumen tindak
lanjut, konsep STPTL disampaikan kepada Sekretaris Inspektorat
Jenderal. Dalam hal dokumen tindak lanjut dan konsep STPTL
belum sesuai, dokumen tindak lanjut dan konsep STPTL
dikembalikan kepada Verifikator untuk diperbaiki/dilengkapi;

Sekretaris Inspektorat Jenderal memeriksa konsep STPTL. Dalam
hal konsep STPTL disetujui, Sekretaris Inspektorat Jenderal
menandatangani konsep STPTL atas nama Inspektur Jenderal.
Dalam hal konsep STPTL tidak disetujui, Sekretaris Inspektorat
Jenderal mengembalikan konsep STPTL kepada Kepala Bagian
PETLHP untuk diperbaiki/dilengkapi; dan

Verifikator menyampaikan STPTL kepada Tim Penilai melalui
aplikasi e-PTLHP.

Tahapan pelaksanaan penilaian tindak lanjut hasil audit, sebagaimana
dimaksud pada angka 2 huruf b dilaksanakan sebagai berikut:

a.

b.

Tim Penilai menerima STPTL dan dokumen tindak lanjut melalui
aplikasi e-PTLHP;

Koordinator Bidang/Wilayah, Ketua Tim Audit dan Anggota
Koordinator Bidang/Wilayah melakukan penilaian tindak lanjut
hasil audit melalui aplikasi e-PTLHP;

Dalam hal tindak lanjut hasil audit telah sesuai dengan
rekomendasi yang disampaikan dalam LHA, hasil penilaian
disampaikan kepada Inspektur. Dalam hal tindak lanjut hasil audit
dilaksanakan dengan cara yang berbeda dengan rekomendasi LHA,
Tim Penilai melaksanakan prosedur penilaian efektivitas
penyelesaian tindak lanjut;

Inspektur menerima dan memeriksa hasil penilaian tindak lanjut
hasil audit;

Dalam hal diperlukan, Tim Penilai dapat melaksanakan
pemeriksaan lapangan;

Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf e
dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan lapangan, dengan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
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Inspektur memberikan penilaian final dengan memperhatikan hasil
penilaian anggota tim penilai yang lain, melalui aplikasi e-PTLHP;
dan

Dalam hal terjadi perbedaan penilaian diantara Tim Penilai, maka
penilaian yang digunakan adalah penilaian Inspektur.

Tahapan penyiapan dan dokumentasi SHPTL, sebagaimana dimaksud
pada angka 2 huruf ¢ dilaksanakan sebagai berikut:

a.

d.

Verifikator menerima hasil penilaian final tindak lanjut hasil audit
melalui aplikasi e-PTLHP. Selanjutnya Verifikator menyiapkan
konsep SHPTL dan menyampaikannya kepada Kepala Bagian
PETLHP;

Kepala Bagian PETLHP menerima dan memeriksa konsep SHPTL.
Dalam hal konsep SHPTL telah sesuai dengan hasil penilaian,
konsep SHPTL disampaikan kepada Sekretaris Inspektorat
Jenderal. Dalam hal konsep SHPTL belum sesuai dengan hasil
penilaian, konsep SHPTL dikembalikan kepada Verifikator untuk
diperbaiki/dilengkapi;

Sekretaris Inspektorat Jenderal memeriksa konsep SHPTL. Dalam
hal konsep SHPTL disetujui, Sekretaris Inspektorat Jenderal
menandatangani konsep SHPTL atas nama Inspektur Jenderal.
Dalam hal konsep SHPTL tidak disetujui, Sekretaris Inspektorat
Jenderal mengembalikan konsep SHPTL kepada Kepala Bagian
PETLHP untuk diperbaiki/dilengkapi; dan

Verifikator mendokumentasikan SHPTL dan menyampaikan SHPTL
kepada Auditi melalui aplikasi e-PTLHP.

Prosedur Penilaian Efektivitas Penyelesaian Tindak Lanjut

Penilaian efektivitas penyelesaian tindak lanjut sebagaimana dimaksud
pada angka 4 huruf c, dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut:

a.

b.

Tim Penilai menemukan tindak lanjut hasil audit yang
dilaksanakan dengan cara yang berbeda dengan rekomendasi LHA;

Tim Penilai melakukan klarifikasi kepada auditi dan/atau atasan
auditi mengenai tindak lanjut hasil audit yang dilaksanakan dengan
cara yang berbeda dengan rekomendasi LHA;

Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan
dalam berita acara Kklarifikasi, dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Surat Edaran ini;

Dalam hal diperlukan Tim Penilai dapat melaksanakan
pemeriksaan lapangan,;

Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf d

‘dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan lapangan, dengan

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;

Dalam hal diperlukan, hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada
huruf ¢ dan/atau hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana
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dimaksud pada huruf e dapat dibahas oleh Tim Penilai bersama
dengan Pimpinan di Inspektorat Jenderal;

Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf f dituangkan
dalam risalah rapat hasil pembahasan, dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Surat Edaran ini;

Tim Penilai menganalisis hasil klarifikasi, dan/atau hasil
pemeriksaan lapangan dan/atau hasil pembahasan bersama
pimpinan, untuk menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan
rekomendasi LHA;

Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada huruf h menjadi dasar
bagi Tim Penilai untuk melakukan penilaian tindak lanjut hasil
audit melalui aplikasi e-PTLHP;

Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi LHA yang disimpulkan
efektif, dapat dinyatakan tuntas atau belum tuntas; dan

Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi LHA yang disimpulkan
tidak efektif, dinyatakan belum tuntas.

Prosedur Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit

a.

b.

Inspektur Jenderal menetapkan rencana pelaksanaan tindak lanjut
hasil audit yang akan diselesaikan melalui percepatan;

Penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disusun antara
lain berdasarkan:

1) Permohonan dari auditi dan/atau atasan auditi;
2) Kebutuhan; atau
3) Hasil pemantauan tindak lanjut.

Percepatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan
terhadap:

1) Tindak lanjut hasil audit yang sangat mendesak untuk segera
diselesaikan;

2) Tindak lanjut hasil audit yang belum tuntas; dan

3) Tindak lanjut hasil audit yang belum dilaksanakan sama
sekali.

Inspektur Jenderal menginformasikan rencana percepatan tindak
lanjut hasil audit kepada auditi dan/atau atasan auditi, termasuk
meminta auditi untuk menyampaikan dokumen tindak lanjut
percepatan;

Verifikator menerima dokumen tindak lanjut percepatan dari auditi
melalui aplikasi e-PTLHP;

Inspektur Jenderal membentuk Tim Penilai Percepatan Tindak
Lanjut Hasil Audit melalui Keputusan Inspektur Jenderal;
Verifikator menginput nama-nama Tim Penilai Percepatan
berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal, ke dalam aplikasi e-
PTLHP;

Tim Penilai Percepatan menerima Keputusan Inspektur Jenderal
tentang Tim Penilai Percepatan;
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i. Tim Penilai melaksanakan pembahasan dan penilaian penyelesaian
tindak lanjut hasil audit bersama dengan auditi. Dalam hal tindak
lanjut hasil audit telah sesuai dengan rekomendasi yang
disampaikan dalam LHA, hasil pembahasan dan penilaian
dituangkan dalam berita acara hasil pembahasan dan penilaian
tindak lanjut yang ditandatangani bersama dengan auditi, dengan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;

j- Dalam hal tindak lanjut hasil audit sebagaimana dimaksud pada

huruf i, dilaksanakan dengan cara yang berbeda dengan
rekomendasi LHA, tindak lanjut dinyatakan belum tuntas dan
selanjutnya akan dilaksanakan prosedur penilaian efektivitas
penyelesaian tindak lanjut, sebagaimana prosedur dimaksud pada
angka 6;

k. Verifikator menginput hasil penilaian percepatan berdasarkan
berita acara hasil pembahasan dan penilaian tindak lanjut,
sebagaimana dimaksud pada huruf i, ke dalam aplikasi e-PTLHP.
Selanjutnya  Verifikator ~menyiapkan konsep SHPTL dan
menyampaikannya kepada Kepala Bagian PETLHP;

l. Kepala Bagian PETLHP memeriksa konsep SHPTL. Dalam hal
konsep SHPTL telah sesuai dengan hasil penilaian, konsep SHPTL
disampaikan kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal. Dalam hal
konsep SHPTL belum sesuai dengan hasil penilaian, konsep SHPTL
dikembalikan kepada Verifikator untuk diperbaiki/dilengkapi;

m. Sekretaris Inspektorat Jenderal memeriksa konsep SHPTL. Dalam
hal konsep SHPTL disetujui, Sekretaris Inspektorat Jenderal
menandatangani konsep SHPTL atas nama Inspektur Jenderal.
Dalam hal konsep STPTL tidak disetujui, Sekretaris Inspektorat
Jenderal mengembalikan konsep SHPTL kepada Kepala Bagian
PETLHP untuk diperbaiki/dilengkapi; dan

n. Verifikator mendokumentasikan SHPTL dan menyampaikan SHPTL
kepada auditi melalui aplikasi e-PTLHP.

G. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit

1.

Pemantauan tindak lanjut hasil audit Inspektorat Jenderal
dilaksanakan oleh Tim Pemantauan yang terdiri atas:

a. Inspektur terkait;

b. Koordinator wilayah/koordinator bidang;

c. Ketua tim audit; dan

d. Anggota koordinator wilayah/koordinator bidang.

Pemantauan dilaksanakan oleh unit kerja di Inspektorat Jenderal yang

melaksanakan tugas dan fungsi Pemantauan, setelah diundangkannya
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
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Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf ¢ merupakan
auditor yang melaksanakan peran sebagai ketua pada objek yang
diaudit.

Dalam hal Ketua Tim Audit sebagaimana dimaksud pada angka 3 sudah
tidak menjabat sebagai auditor, maka tugas Ketua Tim Audit diwakili
oleh salah satu Anggota Tim Audit.

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan
secara manual dan/atau melalui aplikasi e-PTLHP.

Sekretaris Inspektorat Jenderal mengoordinasikan pelaksanaan

pemantauan tindak lanjut hasil audit sebagaimana dimaksud pada

angka 2, dalam bentuk:

a. Menyiapkan konsep Keputusan dan/atau Surat Tugas Tim
Pemantauan;

b. Menyiapkan dan mengoperasikan aplikasi e-PTLHP;

Melaporkan rekapitulasi status penyelesaian tindak lanjut hasil
audit kepada Inspektur Jenderal, setiap triwulan;

d. Memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi triwulanan antara
Inspektur Jenderal dan pimpinan Unit Organisasi untuk
penyelesaian tindak lanjut LHA; dan

e. Menyiapkan konsep laporan ikhtisar hasil tindak lanjut hasil audit
Inspektorat Jenderal kepada Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, setiap semester.

Inspektur Bidang wajib menyampaikan laporan pemantauan tindak
lanjut hasil audit kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal, dengan
menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
Laporan pemantauan tindak lanjut hasil audit sebagaimana dimaksud
pada angka 7, digunakan sebagai bahan penyusunan:
a. Laporan rekapitulasi status penyelesaian tindak lanjut hasil Audit
dari Sekretaris Inspektorat Jenderal kepada Inspektur Jenderal;
dan

b. Laporan ikhtisar hasil tindak lanjut hasil Audit dari Inspektur
Jenderal kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

H. Penggunaan Aplikasi dalam Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit

1.

Penyelesaian tindak lanjut hasil audit di Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat menggunakan aplikasi e-PTLHP.

- Pengguna aplikasi e-PTLHP terdiri atas:

Inspektur Jenderal,

Sekretaris Inspektorat Jenderal;

Inspektur;

Sekretaris Unit Organisasi;

Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal,
Pimpinan Unit Kepatuhan Intern;

Kepala Bagian PETLHP;

® e oo oo
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h. Verifikator;
1.  Tim Penilai; dan
j. Auditi.
3. Pengguna e-PTLHP sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib menjaga
kerahasiaan data dan informasi penyelesaian tindak lanjut hasil audit.

4. Untuk menjamin optimalisasi dan efektivitas penggunaan aplikasi e-
PTLHP, Inspektorat V melaksanakan evaluasi terhadap implementasi
aplikasi e-PTLHP paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun, sesuai dengan
program kerja pengawasan tahunan (PKPT).

5. Dalam hal aplikasi e-PTLHP mengalami gangguan, penyelesaian tindak
lanjut hasil audit dilaksanakan secara manual.

[.  Ketentuan Lain-Lain
Penyelesaian atas tindak lanjut hasil audit yang memuat rekomendasi atas
temuan audit yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh auditi/atasan auditi
(TATD), mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Surat Edaran
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/SE/M/2020
tentang Tata Cara Penyelesaian Temuan Audit Inspektorat Jenderal Yang
Tidak Dapat Ditindaklanjuti.

J.  Penutup

1. Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Inspektur
Jenderal Nomor 1/SE/I[j/2019 tentang Tata Cara Penilaian Tindak
Lanjut Laporan Hasil Pengawasan dan Penggunaan Aplikasi
Pemantauan Secara Elektronik (e-PTLHP) di Lingkungan Inspektorat
Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Demikian, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2023

INSPEKTUR JENDERAL,

—

Ir. T. ISKANDAR M.T.
NIP. 196408161992031003
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LAMPIRAN

SURAT EDARAN
NOMOR:  /SE/1J/2023
TENTANG

PROSEDUR PENYELESAIAN TINDAK LANJUT
HASIL AUDIT DI KEMENTERIAN PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

FORMULIR DOKUMEN

DALAM PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT
DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Formulir I

Formulir II

Formulir III

Formulir IV

Formulir V

Formulir VI

Formulir VII

Surat Tugas Penilaian Tindak Lanjut Hasil Audit
(STPTL)

Surat Hasil Penilaian Tindak Lanjut Hasil Audit
(SHPTL)

Berita Acara Klarifikasi
Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan
Risalah Rapat Hasil Pembahasan

Berita Acara Hasil Pembahasan dan Penilaian
Tindak Lanjut Hasil Audit

Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit
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Formulir I
Surat Tugas Penilaian Tindak Lanjut Hasil Audit (STPTL)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7251539 Fax. (021) 7397792

SURAT TUGAS
NOMOR: ......... ISPTNJ/20XX

Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menugasi:

NO NAMA/NIP JABATAN/PERAN LAMA PENUGASAN

T Inspektur..... | . hari

2| Koordinator Bidang/Milayah .... | ... hari

B | tarecerserurnaressensanssansernernysnnssnnsonnsenens Ketua Tim Audit... | ... hari

A I st s isncisinmmenssninmssnanns s ansansibers Anggota Koordinator | ... hari
Bidang/Wilayah .....

=TI O Anggota Koordinator | ... hari
Bidang/Wilayah .....

B, | srsssinasscisine e sh s sasi s snmgasin Dst | .. hari

Untuk melaksanakan penilaian tindak lanjut hasil audit dan/atau melaksanakan penilaian efektivitas
tindak lanjut hasil audit, pada

Satker/SNVT

Provinsi

Tahun Anggaran

No dan Tgl LHA

Jumlah Temuan dan Rekomendasi
Jangka waktu

Mulai Tgl

Tempat

Berdasarkan

ketentuan perundang-undangan.

Tembusan:

XXOOOKXXXKXX
XXOOXIKXKHXKXX

20xx

XIXIXXI20xx/xxx, Tgl dd mmmm yyyy

Xx (xxx) Temuan dan xx (xxx) Rekomendasi
XX (xxx) hari kerja

dd mmmm yyyy

DKI Jakarta

Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor....../SE/IJ/2022
tentang Prosedur Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit di
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Surat tugas ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan menjaga kerahasiaan sesuai

Jakarta, dd mmmm yyyy
a.n. Inspektur Jenderal Jenderal

Sekretaris Inspektorat Jenderal,

(Tanda Tangan dan Cap Instansi)

............ (nama lengkap)....
L
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Lampiran Surat Tugas

Nomor : ... ISPT/NJ/I20XX
Tanggal dd mmmm yyyy
RINGKASAN TEMUAN DAN TINDAK LANJUT
RAHASIA  INSPEKTORAT XXX TAHUN ANGGARAN 20xx KETUA TIM XXX (NIP. XX3000000(XXXXXXXX)
E E KODE DIPA DIPA-0xx.xx.X.Xxxxx/20xx ~ LOKASI XXXX UNIT ORGANISASI XXXOOXXXXXXXIOCHXKXXXXXX
- NOMOR LHA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ~ TANGGAL dd mmmm yyyy SATKER/SNVT XXX XXXXXKXHXXXKXKXXX
E . NOMOR SPT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ~ TANGGAL dd mmmm yyyy BATAS TGL TL dd mmmm yyyy
TEMUAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT
NO JUDUL TEMUAN NILAI PJ. TEMUAN REKOMENDASI TL KE NAMA FILE TL KET
1. Kode: Rp.xxx.xxx.xxx.xxx,xx | PPK/Kasatker/Kepala Kode: X X (xxx) file pendukung Ada file /
UraianTemuan : Balai/ o0 Uraian Rekomendasi: type: pdffexceliword/rar/zip/dil ::Iiak ada
..................................................................... Tuntas : L SRR UN
..................................................................... RP.XXX. XXX XXX.XXX,XX 2.
B e tidak ada berkas TL
Sisa: 4. Dst
RP.XXX.XXX.XXX.XXX,XX
2. Kode: Rp.xxx.xxx.xxx.xxx,xx | PPK/Kasatker/Kepala Kode: X selesai dan tuntas Ada file
UraianTemuan : Balai/ xo0x Uraian Rekomendasi:
...... Tuntas : 1. ........(SELESAI)
..................................................................... RP.XXX.XXX.XXX.XXX, XX 2. .......(SELESAI)
3. e (SELESAI)
Sisa: 4. Dst.
RP.XXX.XXX.XXX. XXX, XX
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Formulir II
Surat Hasil Penilaian Tindak Lanjut Hasil Audit (SHPTL)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7251539 Fax. (021) 7397792

Nomor : Jakarta, dd mmmm yyyy
Sifat . Rahasia

Lampiran . X (xxx) berkas

Hal . Hasil Penilaian Tindak Lanjut

| § (g CEEE————

Sehubungan dengan pelaksanaan penilaian tindak lanjut hasil audit yang di di Satuan Kerja/SNVT
, bersama ini disampaikan hasil penilaian atas tindak lanjut sebagai berikut:

Status Tindak Lanjut
Tuntas Belum Tuntas
Bh. | Rek| Nilai (Rp) Bh. |Rek Nilai (Rp) Bh. [ Rek Nilai (Rp)

No. | Auditi dan No.LHA Temuan LHP ltjon

1. [ XXO00O0OXXXXXXXXXXXXX [ XX [ XX XXX XXX XXX, XX XX | XX XOOCXXXXXXXX [ XX [ XX XXX XXX XXX, XX
XXX XXXXXXXX

LHA:
XIXIXIXI20%%/x XX
Tgl. DDMM YYYY

Rincian dan Status Temuan terlampir.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

a.n. Inspektur Jenderal Jenderal
Sekretaris Inspektorat Jenderal,

(Tanda Tangan dan Cap Instansi)

............ (nama lengkap)............
NIP! srmsmrammm s

Tembusan:
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KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7251539 Fax. (021) 7397792

LEMBAR KENDALI PENILAIAN TL LHA

No. dan Tanggal LHA XXXXXXXXXXXXXXXXXX — Tanggal. XX XxXxxxxxxxx Xxxx  T.A. XXxx
Satker/SNVT/auditi XXXXHXHXXXHXKXXHKXKXXHKXXKHXHXKKKKXXXXKXX
Ketua Tim XXXXXXXXXXXXXXXXXX TP XXOOOXXXXXXXXXXXXX
Tindak Lanjut ke XX (XXXXX)  Tgl. XX XXXXXXXXXX XXXX
ST PTL Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX ~ Tanggal XX XXXXXXXXXX XXXX
Temuan Hasil Penilaian Tim Persetujuan
No. No. Temuan Tim Penilai MP | TM | Tuntas |Tidak Tuntas
1. Temuan x XXXXXXXXXXXXXX XXX A er] v -IN
XXOXXXXXXXXXXXKXXK N | -H
XXOXXHXXHXXXXXIKKXXK SN | -H
XXXOXKXHOXHKNKKK SN |-
XXOOONXNKXX SN -H
XXXXXXXXXXXXXXXKXX SN =N
2 Temuan x XOOOXXHXXKIXXXKXXXXX SN =W -IN =
XXOOKXKKXKXXXKKKX SN -HN
XXOKKXKKXKKXKKXK SN |-
JOOXXXXXXXXXXXXXXX SN |-
XXXXXXXIOOXKKXXKKK SN =N
XXXXXXXXXXXXXXXXXX N =N
X. Temuan x XXXXXXXXXXXXXXXXXX SN |- =kl =
XHOKXXXIOKXXXXXKXK SN -N
XXXXXKXXXXXKXXKXKXK SN -HN
XXXXXXXKXXXKXXKKXK SN -HN
XXXXXXXKKXXXKXXXXK SN =W
XXOOKCXXKXXKXX SN | -H
JUMLAH X XX
Keterangan :
MP : Memberikan Penilaian
TM : Tidak Menilai
XXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXXX XXXX

Mengetahui

Sekretaris Inspektorat Jenderal,

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

NIP: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Lampiran Surat

Nomor XXHOoHOONK
Tanggal dd mmmm yyyy
RINGKASAN TEMUAN DAN TINDAK LANJUT
RAHASIA  INSPEKTORAT : xxx TAHUN ANGGARAN 20xx KETUA TIM XXX (NIP., 200000KXXKXXXXXXX)
E E KODE DIPA DIPA-0x¢.xx.X.xxxx/20xx  LOKASI XXXX UNIT ORGANISASI OO KXXIOXXXKXKKNIKXK
- NOMOR LHA X0OOXXX00000000Xxxxxx  TANGGAL dd mmmm yyyy SATKER/SNVT XXX XX XXXXKXKXX
E - NOMOR SPT 20000K0000000000xxXX  TANGGAL dd mmmm yyyy BATAS TGL TL dd mmmm yyyy
TEMUAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT
NO JUDUL TEMUAN NiLAI PJ. TEMUAN REKOMENDASI TLKE URAIAN TL KET
1. Kode: (nilai temuan) XXXX Kode: 1dst | Selesaidan tuntas Tuntas/
UraianTemuan : (PPK xxx) Direkomendasikan kepada........ Kesimpulan: Belum
XXXX . Tuntas/
..................................................................... (Kasatker xxxx) a. Rekomendasi 1 Tidak di
..................................................................... XXXX b. Rekomendasi2 Saran: TL
{Kepala Balaixxx) | . pst
Nilai TL:
2. Kode: - XXxx Kode: 3 X (xxxx) file pendukung Tuntas/
UraianTemuan : 5('::;( XXX) Direkomendasikan kepada........ type:file: ; _[fBuer:;"s‘ y
: ; i Hexcel/word/rar/zip/dil e
(Kasatker xxx) a. Rekomendasi 1 pdf; i Zip/ Tidak di
XXXX b. Rekomendasi 2 Kesimpulan: TL
{Kepala Bakixx) | ¢  pst.
Saran:
Nilai TL:




- 17 -

Formulir III
Berita Acara Klarifikasi

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7251539 Fax. (021) 7397792

BERITA ACARA
Nomor: ......... /BA/IX/20...

Pada hariini, ...... tanggal ..... bulan....., tahun........., kami masing-masing:

1. Tim penilai tindak lanjut hasil audit, yang ditugaskan berdasarkan Surat Tugas Nomor
......... ISPT/IJ/120xx, yang terdiri atas:

(Nama dan NIP) (Inspektur X);

(Nama dan NIP) (Koordinator Bidang/Wilayah);

(Nama dan NIP) (Ketua Tim Audit);

(Nama dan NIP) (Anggota Koordinator Bidang/Wilayah); dan
(Nama dan NIP) (Anggota Koordinator Bidang/Wilayah).
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

® a0 T @

Dan
2. Auditi/atasan auditi
a. (Nama dan NIP) (Kepala Balai);
b. (Nama dan NIP) (Kepala Satker/SNVT); atau
c. (Nama dan NIP) (XXXXXXXXXXXXXXX).
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU telah melaksanakan klarifikasi kepada PIHAK KEDUA dalam rangka
penilaian tindak lanjut hasil audit/ penilaian efektifitas penyelesaian tindak lanjut hasil audit,
pada Satker/SNVT:...................... , Provinsi ................ , Tahun Anggaran ........... , No dan Tgl
LHA: x/x/x/x/20xx/xxx, Tgl dd mmmm yyyy, dengan hasil sebagai berikut:

Temuan: .......
NO REKOMENDASI TINDAK LANJUT HASIL KLARIFIKASI
1.
Dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

............ B ~4 0 IO
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

Inspektur X, XXXXX,
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Korwil/Korbid,

NIP. e,
Ketua Tim,

Kepala Satker/SNVT,

..............................

Mengetahui
XXX XXXXX
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Formulir IV
Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7251539 Fax. (021) 7397792

BERITA ACARA
Nomor: ......... /BA/IX/20...
Pada hari ini, ...... tanggal ..... bulan....., tahun......... , kami masing-masing:

1.  Tim penilai tindak lanjut hasil audit, yang ditugaskan berdasarkan Surat Tugas Nomor
......... ISPT/1J/20xx, yang terdiri atas:

(Nama dan NIP) (Inspektur X);

(Nama dan NIP) (Koordinator Bidang/Wilayah);

(Nama dan NIP) (Ketua Tim Audit);

(Nama dan NIP)

(Nama dan NIP)

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

(Anggota Koordinator Bidang/Wilayah); dan

® 2 0 T o

(Anggota Koordinator Bidang/Wilayah).

Dan
2. Auditi/atasan auditi
a. (Nama dan NIP) (Kepala Balai);
b. (Nama dan NIP) (Kepala Satker/SNVT); atau
c. (Nama dan NIP) (XXXXXXXXXXXXXXX).
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU telah melaksanakan pemeriksaan lapangan atas paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh
PIHAK KEDUA dalam rangka penilaian tindak lanjut hasil audit/ penilaian efektivitas penyelesaian tindak
lanjut hasil audit, pada Satker/SNVT:...................... , Provinsi ................. , Tahun Anggaran ........... , No dan
Tgl LHA: x/x/x/x/20xx/xxx, Tgl dd mmmm yyyy, dengan hasil sebagai berikut:

Temuan: .......
NO REKOMENDASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
1.
2,
3. Dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

Inspektur X, XXXXX,
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Korwil/Korbid, XXXXX,
NIP. o, NIP. oo,
Ketua Tim, XOXOXXXXXXXXXX,
NIP. oo, NIP. o,

Mengetahui,
XXXXXXXXXXXXXXXX

Keterangan:
Para pihak yang menandatangi berita acara klarifikasi yaitu pihak terkait
Untuk kolom mengetahui diisi oleh Saksi
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Formulir V
Risalah Rapat Hasil Pembahasan

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7251539 Fax. (021) 7397792

RISALAH RAPAT

Pada hari ini, ...... tanggal ..... bulan....., tahun......... , telah dilaksanakan rapat pembahasan
dalam rangka penilaian efektifitas penyelesaian tindak lanjut pada
Satker/SNVT ..., , Provinsi ................. , Tahun Anggaran ........... , No dan Tgl LHA:

XIXIxIxI120xx/xxx, Tgl dd mmmm yyyy, untuk temuan dan rekomendasi ................cccccoeennenn.

Rapat pembahasan dihadiri oleh:

1. Inspektur Jenderal;

2. Sekretaris Inspektorat Jenderal

3. Inspektur (I/II/IN/IVNIVI),

4. Koordinator Wilayah/Bidang ... Inspektorat ...; dan/atau

5. Tim Penilai tindak lanjut hasil audit sesuai Surat Tugas Nomor ............... tanggal ......

dengan hasil sebagai berikut:

Temuan: .......
NO REKOMENDASI TINDAK LANJUT HASIL KLARIFIKASI
1.
2.
3. Dst.
......................... e 200
Pihak 1, Pihak 2,
Notulis
Keterangan:

Para pihak yang menandatangi berita acara klarifikasi yaitu pihak terkait
Untuk Notulis dari Tim Itjen
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Formulir VI
Berita Acara Hasil Pembahasan dan Penilaian Tindak Lanjut Hasil Audit

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7251539 Fax. (021) 7397792

BERITA ACARA
Nomor: ......... /BA/IX/20...

Pada hari ini, ...... tanggal ..... bulan....., tahun......... , kami masing-masing:

1. Tim penilai tindak lanjut hasil audit, yang ditugaskan berdasarkan Surat Tugas Nomor
......... /SPT/IJ/20xx, yang terdiri atas:

(Nama dan NIP) (Inspektur X);

(Nama dan NIP) (Koordinator Bidang/\Wilayah);

(Nama dan NIP) (Ketua Tim Audit);

(Nama dan NIP) (Anggota Koordinator Bidang/\Wilayah); dan
(Nama dan NIP) (Anggota Koordinator Bidang/\Wilayah).
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

o o 0 T 9®

Dan
2. Auditifatasan auditi
a. (Nama dan NIP) (Kepala Balai);
b. (Nama dan NIP) (Kepala Satker/SNVT); atau
c. (Nama dan NIP) (XXXXXXXXXXXXXXX).

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Telah melaksanakan pembahasan dan penilanan tindak hasil audit dalam rangka percepatan

percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil audit, pada Satker/SNVT:...................... , Provinsi
................. , Tahun Anggaran ..........., No dan Tgl LHA: x/x/x/x/20xx/xxx, Tgl dd mmmm yyyy,
dengan hasil sebagai berikut:
NO TEMUAN REKOMENDASI HASIL PEMBAHASAN
1.
Dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
Inspektur X, Kepala Balai,

NIP. o, NP s somsssamesumpmss
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Korwil/Korbid,

NIP. oo,
Ketua Tim,

Kepala Satker/SNVT,

..............................

D9,0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0009¢4¢




Formulir VII
Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit

.24 -

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7251539 Fax. (021) 7397792

Yth.
Dari
Hal

Tanggal
Lampiran

Inspektur X
Sekretaris Inspektorat Jenderal

Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Status

XX, XXXX, 20xX
1 (satu) berkas

NOTA DINAS
NOMOR: .... /ND/Ix/2022

..... (a)

1. Rekapitulasi tindak lanjut temuan Itjen sampai dengan

Menidaklanjuti Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor: ..../SE/IJ/20xx tentang
ini disampaikan hasil pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat X, Inspektorat
Jenderal Kementerian PUPR status per

bersama

(b) sebagai berikut:

Informasi Tindak Lanjut
Informasi Temuan
Temuan Tuntas Temuan Belum Tuntas
No = e e
Jumlah Jumlah Nliai Jumlah Jumlah oAt Jumlah Jumlah Hia
. | Temuan . | Temuan . | Temuan
temuan | Rekomendasi temuan | Rekomendasi temuan | Rekomendasi
Rp.) Rp) (Rp.)
1
2.
3. Dst
Total
2. Rekapitulasi Rekomendasi LHA Itjen yang ditindaklanjuti sejak Januari hingga ............ (b)
Informasi Tindak Lanjut
Informasi Temuan
Temuan Tuntas Temuan Belum Tuntas
No o — =
Jumlah Jumlah kel Jumlah Jumlah e Jumlah Jumlah i
. | Temuan . | Temuan . | Temuan
temuan | Rekomendasi temuan | Rekomendasi temuan | Rekomendasi
Rp.) Rp) (Rp.)
1.
2.
3 Dst
Total

(b)

3. Rekapitulasi Tindak Lanjut Rekomendasi Itjen dengan status dalam proses penilaian di
Itien sampai dengan

) Informasi Temuan
No Unit Kerja
Jumlah Temuan Jumlah Rekomendasi Nilai Temuan (Rp.)
1.
2.
3. Dst.
Total
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(daftar terlampir)
4. Laporan hasil penugasan pengawasan yang belum diunggah kedalam Aplikasi e-PTLHP
hingga .................. (b)
No Jur;::::g;z;agng:;ng Audit Reviu Evaluasi Pemantauan Pe:gi::l:;:an
1.
2
3.
Total
(daftar terlampir)
Catatan:

a. LHA yang belum diunggah kedalam Aplikasi e-PTLHP tidak dapat ditindaklanjuti oleh

Auditi terkait;

b. Proses Pelaporan dinyatakan selesai jika Laporan HasilPengawasan telah dikunci di

akun Auditor.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal (sebagai laporan);

2. Kepala Bagian PETLHP.

Keterangan:

(@) . Status tanggal pelaporan pemantauan
(b) . Status tanggal akhir pemantauan

Inspektur X,

(Tanda Tangan)

|

\INSPEKTUR JENDERAL,

— T

Ir. T. ISKANDAR M.T.
NIP. 196408161992031003




